










usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan,

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Persentase

kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, MPBD

dan Perda APBD dan Persentase ketersediaan data dan informasi

Perencanaan Pembangunan. Trngkat capaian ini perlu diapresiasi,

dipeftahankan dan ditingkatkan. Namun demikian perlu dilihat

kembali akurasi capaian indikator persentase kesesuaian program

dan kegiatan antara RKPD, KUA/PPA, dan MPBD rnasih berbeda

dengan angka pada Evaluasi Hasil RKPD tahun 2019.

Keuangan Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai anggaran

belanja sebesar Rp 32.367,343.501,- dialokasikan untuk 6 program

dan 82 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 90,60/o.

Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator

sebesar 50o/o dari 2 indikator. Indikator kinerja yang tercapai adalah

Opini Laporan Keuangan BPK yang mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian. Sedangkan indikator kinerja persentase peningkatan

PAD hanya terealisasi peningkatan sebesar 3,97 o/o dari target

peningkatan 13,53 o/o, artinya masih sangat jauh dari target yang

ditetapkan.

Dengan memperhatikan kompleksitas kendala yang dihadapi dalam

penyelenggaraan keuangan daerah, hendaknya pemerintah daerah

tak segan mencari trobosan inovasi dan bekerja lebih keras dalam

sistem pengendalian agar dapat mencapai target RPJMD terkait

penyelenggaraan keuangan daerah sesuai target RPJMD dan RKPD.

Kepegawaian Daerah

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 11.892,717.429,-

dialokasikan untuk 61 kegiatan dengan tingkat serapan anggaran
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sebesar 87,Lo/o. Dengan kinerja anggaran tersebut, masih belum

dapat memenuhi target kinerja rata rata nilai SAKIP sebesar 88o/o

karena capaiannya pada tahun 2019 baru 84,95.

Ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat anggaran di urusan

kepegawaian cukup besar.

PENYETENGGAR.AAN TUGAS PEM BANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan pada dasarnya mengacu pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14, pasal 1 butir 11 yang menyatakan

bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi

kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas ini

diselenggarakan karena tidak semua kewenangan dan tugas pemerintahan

dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas

dekonsentrasi. Esensi dari pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah

merupakan penyelenggaraan kewenangan pusat yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah atau desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan

prasarana sefta sumber daya manusia dengan kewaJiban melaporkan

pelaksanaannya. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan tidak lain untuk

meningkatkan efisiensi dan efeKivitas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuannya adalah

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta

membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Menyikapi hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Rembang dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah dengan

meningkatkan peran aKif melalui penyusunan program kegiatan

pembangunan dan studi pengembangan kawasan/potensi daerah sefta

upaya-upaya membangun komitmen bersama dengan pemerintah

menyangkut pembangunan di Kabupaten Rembang dan melaporkan
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pelaksanaan tugas tersebut dan mempeftanggungjawabkannya kepada

pemerintah pusat. Realisas! komitmen antara Pemerintah Kabupaten

Rembang dan Pemerintah Pusat sebagai wujud dari pelaksanaan tugas

pembantuan dan urusan bersama, yang bertujuan untuk mendukung

kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang pada tahun

anggaran 2019, adalah penataan dan pemanfaatan jasa kelautan. Besaran

anggarannya sebesar Rp.6.435.000.000,- untuk satu kegiatan dengan

realisasi sebesar Rp.5.723.219.138,- atau 88,94%

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tidak

menyampaikan capaian output maupun outcome secara kuantitatif dan

terukur, dengan demikian DPRD juga tidak dapat menilai pelaksanaan tugas

pembantuan di bidang kelautan.

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan dan kajian terhadap buku LKPJ Bupati

Rembang tahun 2019, maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan

kesimpulan sekaligus sebagai saran dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati

Rembang tahun 2019 sebagai berikut;

1. Dalam LKPJ ini terdapat beberapa OPD yang belum menuangkan indikator

kinlerja utama, laporannya hanya berupa realisasi anggaran.

2. Perlu adanya harmonisasi atas produk hukum yang telah di buat.

3. Pelaksanaan PILKADES masih harus di benahi. Banyaknya persoalan

dalam penyelenggaraannya menunjukkan kurangnya pemahaman

terhadap ketentuan / perundangan yang mendasari hal tersebut.

4. Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah yang

tepat terkait banyaknya PERDA yang belum memiliki PERBUP, sudah

seharusnya Pemerintah Daerah segera menuntaskan kewaJiban dan

amanah beberapa PERDA yang mewajibkan adanya PERBUP, khususnya

produk PERDA yang dibuat atas inisiatif DPRD yang belum ada tindak

lanjut peraturan di bawahnya, Pemerintah Daerah diminta membuat

petu nJuk pelaksanaan teknisnya



5. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam

penerapan Undang-Undang Desa. Hal ini terlihat dari masih ditemukan

beberapa hal yang belum optimal, baik dalam hal transparansi,

akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan

desa.

6. Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan, diminta

untuk ntengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD,

bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim,

jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan

pemeriksaan atau bahkan menyalahkan.

7. Nilai SAKIP yang masih rendah agar dapat ditingkatkan di masa yang akan

datang.

B. Perlu ditingkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran Dana Desa karena masih banyak ditemukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan

b, SPJ yang tidak didukung bukti pengeluaraannya

c. Laporan yang tidak tepat waku alias molor

9. Dari hasil pendataan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Tenaga Harian

Lepas (THL) yang perekrutannya itu tidak ada payung hukumnya pada

setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang dimana

jumlahnya mencapai ribuan merupakan permasalahan yang seakan

menjadi bom waKu, yang menambah rumitnya kompleksitas

permasalahan kepegawaian di Kabupaten Rembang

10.Bahwa rekrutmen Tenaga Harian Lepas itu tdk ada payung hukumnya,

dan sejak terbitnnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pada pasal 8 ditegaskan,

semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan

instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali

ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah.

11. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif



melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN

lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

12. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan

mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta

menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya The Right Man on

The Right Place and The Right Man on The Right Job " penempatan

orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat

13. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya

pemberdayaan masyarakat

14. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan masyarakat desa

15. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa

16. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar

L7, Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan

wawasan kebangsaan di masyarakat

18. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang

teknonoligi informasi

Belum efekif adanya unit pengaduan online terpadu

Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang

Terkalt persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 M,

perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan kontra

dengan warga di lingkungan sekitar

Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai

4,6 Milyard , padahal penambahan THL (Tenaga Harian Lepas) di TPI

beftambah 100 orang, Di mohon agar tenaga kerja yang ada di

optimalkan atau dikurangi jumlahnya.

Belanja pegawai pada Belanja langsung melebihi dari anggaran yang

sudah ditetapkan sebesar 8 Milyard. Dimohon untuk perencanaan

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung agar lebih dicermati.

pelaksanaan
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24. serapan anggaran yang tinggi diatas 90o/o dan capaian kinerja rendah
hanya 33o/o . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga
bisa meningkatkan kontribusi ke pAD secara optimal.

Pemkab Rembang perlu melakukan langkah - langkah yang konkret

dalam monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak
ada masalah yang terulang.

Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh opD, untuk itu kedepan agar pemkab Rembang

lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa

dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan

masyarakat.

Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi

dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.

Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang, maka kedepan

agar Pemkab perlu memperbanyak bangunan-bangunan penampung

air.

Untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan

dan untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan

truk yang ada di wilayah Rembang barat.

Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga sebesar 97o/o, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas

pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada

peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu

pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan

anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu

agar tenaga pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai

pendidik, maka disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga

administrasi untuk menyelesaikan administrasi sekolah sehingga tidak

dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar.

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang

walaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu
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dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemarintah daerah melarui opD

terkait melakukan secreaning lebih awal bagi wanita usia subur atau

pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat,

selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis

di rumah sakit atau puskesmas melalui pelatihan atau diklat terkait
penanganan kematian ibu dan bayi.

Terkait dengan bidang sosial, masih adanya PMKS yang belum terdata

dan belum teftangani dan belum mendapatkan bantuan sosial,

rendahnya aksesbilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

dan minimnya panti sosial yang menangani ksejahteraan sosial hal ini

menyebabkan permaslahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu

kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi

data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat sararan,

mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan

panti sosial dalam hal ini rumah singgah sefta memperhatikan panti-

panti sosial atau yayasan yang dikelola oleh masyarakat.

Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga

terampil maupun ahli, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana

penyelenggaran perpustakaan dan arsip daerah ini menyebabkan

pengelolaan arsip daerah kurang maksimal untuk itu kami

merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merekrut tenaga

kearsipan dan mencukupi sarana dan prasarana terkait pengelolaan

arsip daerah.

Masih rendahnya capaian pariwisata di Kabupaten Rembang, sepefti

menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapai target PAD

dari pariwisata, kurangnya tenaga professional di bidang pariwisata

khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha

pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini

menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal, untuk itu kami

merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor

pariwisata menjadi sektor unggulan dengan merekrut tenaga-tenaga
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yang professional dibidang pariwisata sefta membuat program-program

inovasi dan kreatifitas dibidang pariwisata.

Demikianlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Rembang tahun

2019 ini kami sampaikan sebagai media evaluasi terhadap kinerja pemerintah

daerah agar ke depan menjadi lebih baik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KAMIL, MZ


